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MIFTAHUL RAUDAH. 8105150803. Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada Koperasi Pegawai Komisi Yudisial. Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta 2018.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai prasyarat akademik 
dalam mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Koperasi Pegawai Komisi Yudisial memiliki dua unit usaha yang menjadi 
penunjang keperluan pegawainya, diantaranya yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam 
dan Unit Usaha Kafetaria. Tujuan dilaksanakannya PKL pada Koperasi Pegawai 
Komisi Yudisial adalah untuk mengaplikasikan, menerapkan dan membandingkan 
pengetahuan akademis yang telah didapatkan saat perkuliahan. Selama 
melaksanakan PKL praktikan memiliki cukup banyak tugas, sehingga 
menimbulkan kendala baik dari dalam diri maupun dari koperasi. Namun kendala-
kendala tersebut dapat teratasi dengan membangun hubungan yang baik dengan 
pegawai lain serta mengerjakan tugas yang diberikan dengan teliti. 
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A. Latar Belakang 
Lembaga dalam sektor keuangan di Indonesia yang menunjang 
perekonomian masyarakat di bidang permodalan dalam sektor riil adalah lembaga 
perbankan. Lembaga perbankan ada yang berbentuk konvensional maupun 
berbentuk syariah, tetapi lembaga perbankan tersebut, baik yang bersifat 
konvensional maupun syariah belum menjanjikan dalam urusan permodalan di 
bidang usaha kecil seperti usaha pedagang kaki lima maupun UKM lainnya. Hal ini 
disebabkan karena keterbatasan aset yang dimiliki lembaga keuangan tersebut. Di 
dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 
Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat 
diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha seperti itu 
yang tepat adalah Koperasi. 
Salah satu penyokong kemajuan perekonomian di Indonesia adalah 
koperasi. Koperasi yang merupakan bagian dari pilar penyokong perekonomian 
indonesia berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali model 
dan juga bentuk jasa yang diberikan. Agar mampu bersaing dengan lembaga-
lembaga ekonomi lainnya, koperasi mulai berimprofisasi menjadi berbagai macam 
jenis namun tidak menghilangkan bentuk dari koperasi itu sendiri yang berbasas 





merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya 
ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Sehubungan dengan sumber 
daya ekonomi yang terbatas dan dalam mengembangkan koperasi harus 
mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja 
seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah 
ekonomi. 
Wujud partisipasi untuk memajukan koperasi bisa dimulai dari langkah 
kecil dengan mempelajari tentang perkoperasian dalam dunia pendidikan. 
Pendidikan memberikan ruang yang sangat besar untuk membentuk Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas yang mampu membawa perubahan. Melalui pendidikan 
ekonomi koperasi, institusi pendidikan diharapkan mampu mengarahkan peserta 
didik untuk memahami lebih mendalam tentang perkoperasian. Maka dari itu, 
peserta didik akan diarahkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan  (PKL) agar 
dapat menerapkan teori yang sudah didapat di bangku perkuliahan untuk 
diaplikasikan di lapangan sekaligus mengambil manfaat dari institusi tempat 
peserta didik PKL. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL di atas, maksud dari kegiatan 





a. Mengaplikasikan, menerapkan, dan membandingkan pengetahuan akademis 
yang telah didapatkan selama perkuliahan khususnya dalam bidang ekonomi 
koperasi. 
b. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan dalam memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi dalam dunia kerja koperasi. 
c. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang praktikan pada bidang 
ekonomi koperasi yakni Pendidikan Ekonomi Koperasi. 
 
Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memiliki beberapa 
tujuan yang diharapkan dapat tercapai, antara lain : 
1. Menjalankan kewajiban PKL, yang merupakan mata kuliah prasyarat wajib 
bagi mahasiswa jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Melakukan pengamatan secara langsung kegiatan kerja di Koperasi yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan menerapkan 
pengetahuan akademis yang telah diperoleh. 
3. Membiasakan mahasiswa terhadap kultur dunia kerja yang berbeda dengan 
kultur pembelajaran di kelas, dari segi manajemen waktu, kemampuan 
komunikasi, kerjasama tim, dan tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan 






C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan mahasiswa diharapkan 
memberikan hasil yang positif  bagi praktikan, bagi Fakultas Ekonomi, serta bagi 
instansi tempat praktik, antara lain sebagai berikut : 
a. Praktikan 
a) Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka 
penyusunan tugas akhir untuk menamatkan program Strata 1 (S1). 
b) Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi dan 
berinteraksi dengan pegawai yang telah berpengalaman di dunia kerja nyata. 
c) Mendapatkan pengalaman bekerja sebagai pegawai instansi pemerintahan 
dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan serta dapat 
menggali hal baru yang belum didapat dari pendidikan formal sehingga 
dapat meningkatkan kualitas praktikan. 
d) Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola tingkah 
laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang profesional dan 
bertanggung jawab. 
 
b. Fakultas Ekonomi 
a) FE UNJ mendapatkan standarisasi calon tenaga kerja yang sempurna untuk 
menyiapkan wisudawan baru. 
b) Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan 





dan tuntutan pembangunan pada umumnya, sehingga dapat mewujudkan 
konsep link and match dalam meningkatkan kualitas bagi dunia kerja. 
c) Sebagai masukan untuk program studi Pendidikan Ekonomi dalam rangka 
pengembangan program studi. 
d) Mengukur seberapa besar peran tenaga pengajar dalam memberikan materi 
perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang terjadi di 
dunia kerja. 
e) Memperkenalkan Jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri 
Jakarta kepada khalayak luas dan menunjukan kualitas mahasiswa UNJ. 
f) Dapat mempromosikan keberadaan Akademik di tengah-tengah dunia kerja 
khususnya Instansi Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia.  
 
c. Instansi 
a) Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara instansi 
dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan hubungan kerjasama 
yang saling menguntungkan dan bermanfaat. 
b) Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga 
kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama praktek kerja 
lapangan tersebut. 
c) Sebagai bentuk realisasi akan misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 
kelembagaan. 
d) Mewujudkan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) yang sebenar- 





D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Tempat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 
Nama Instansi : Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450. 
Telepon : 021- 3905876, 3905877, 3906178 
Fax  : 021- 31903755 
Web  : www.komisiyudisial.go.id  
 
Praktikan memilih Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
sebagai tempat PKL karena pelaksanaan praktik ini harus di dalam lingkup 
kementerian atau BUMN. Selain itu, Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia merupakan koperasi yang belum lama dirintis, sehingga praktikan ingin 
mengetahui bagaimana perkembangan dari Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 
Republik Indonesia dan bagaimana bisnis koperasi ini dapat berjalan. Adapun 
praktikan ditempatkan pada bagian Unit Usaha Simpan Pinjam dan Kafetaria. 
Bagian tersebut merupakan unit usaha yang ada dalam koperasi tersebut. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap ini, praktikan mencari informasi mengenai tempat instansi 
atau perusahaan yang sesuai dengan bidang perkuliahan praktikan di daerah 





yang sesuai, praktikan meminta surat pengantar dari bagian akademik Fakultas 
Ekonomi yang kemudian diberikan kepada pihak BAAK UNJ untuk 
mendapatkan surat permohonan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Surat permohonan melaksanakan PKL tersebut praktikan berikan kepada 
Bagian Administrasi Komisi Yudisial. Pada 4 September 2017 praktikan 
mendapatkan jawaban atas pengajuan yang menyatakan bahwa Koperasi 
Komisi Yudisial mengizinkan praktikan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang dimulai pada 8 Januari 2018. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
selama 20 hari kerja, terhitung dimulai sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai 
dengan 5 Februari 2018. Dengan jam kerja mengikuti aturan yang ditetapkan 
oleh Koperasi Komisi Yudisial, yaitu senin sampai jumat pukul 08.00 s.d 17.00 
WIB. Istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. 
 
3. Tahap Pelaporan 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 20 hari, 
praktikan diwajibkan untuk memberikan laporan mengenai kegiatan pada saat 
melaksanakan PKL tersebut. Adapun praktikan melakukan penulisan laporan 
PKL dimulai pada akhir Februari 2018 sampai dengan Maret 2018. Dalam 
menjalankan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tersebut, praktikan tentunya 





maupun dalam unit-unit usaha koperasi tersebut. Setelah data telah terkumpul, 
praktikan mulai mengolah data tersebut untuk menjadi sebuah laporan yang 
relevan dan sistematis sesuai dengan ketentuan. Hal ini dilakukan demi 
penyempurnaan (baik isi laporan maupun lampiran–lampiran yang diperlukan 
untuk mendukung kesempurnaan laporan). 
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
  
A. Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang bersifat mandiri berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku 
hakim. Komisi Yudisial (KY) dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004, yang 
bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat tentang kekuasaan kehakiman yang 
transparan, merdeka, dan partisipatif. Pembentukan Komsi Yudisial diawali oleh 
adanya kesepakatan untuk memberlakukan pemindahan kewenangan (organisasi, 
personel, administrasi, dan keuangan) pengadilan dari Departemen Kehakiman dan 
Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.1 
  
1.  Sejarah Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Lembaga pengawas peradilan sempat digagas sebelum terbentuknya 
Komisi Yudisial. Ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian 
Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).  MPPH yang telah 
diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan 
mengambil keputusan yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi,
                                                          





kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang 
diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. 
Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi 
muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman.  
Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, 
memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta 
menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.  
Melalui Amandemen Ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi 
Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang 
menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan 
mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di 
Indonesia yang tak kunjung tegak.   
Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, 
yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang 
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan 
Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 





Meski pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pada 13 Agustus 
2004, namun kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak terbentuknya organisasi pada 2 
Agustus 2005. Ditandai dengan pengucapan sumpah ketujuh Anggota Komisi 
Yudisial periode 2005-2010 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.   
Periode tersebut dipimpin Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, dan 
Wakil Ketua M. Thahir Saimima, S.H., M.Hum. Anggota yang lain adalah Prof. 
Dr. Mustafa Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi 
Hakim Agung), Zaenal Arifin, S.H. (Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat), 
Soekotjo Soeparto, S.H., L.LM. (Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga), 
Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H. (Alm) (Koordinator Bidang 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Irawady Jonoes, S.H. 
(Koordinator Bidang Pengawasan Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim) yang 
tidak dapat menuntaskan hingga masa jabatan berakhir.  
Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial 
adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara.      
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan 





seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya 
peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah 
hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak 
hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.   
Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya 
memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara 
independen yang menjalankan fungsi checks and balances di bidang kekuasaan 
kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 
menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.2 
  
2.  Tujuan Komisi Yudisial 
Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah sebagai berikut : 
a. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di seluruh 
badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan. 
b. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, sekaligus 
meningkatkan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim. 
c. Mendukung terwujudnya kekuasaan hakim yang mandiri untuk menegakan 
hukum dan keadilan, agar terwujud kepercayaan publik terhadap hakim. 
                                                          





d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas 
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 
  
3.  Sasaran Strategis Komisi Yudisial 
Sasaran strategis yang dilakukan Komisi Yudisial terlihat dari : 
a. Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan hakim 
yang kompeten dan berintegritas.  
b. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan 
kesejahteraan hakim. 
c. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang 
perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan 
kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 
d. Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim.  
e. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim.  
f. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan 
efisien. 
 
4. Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial 





Pasal 24A ayat (3): Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.  
Pasal 24B: 
a) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku 
hakim. 
b) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela. 
c) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
d) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 
undang-undang.  
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 
Agung. 
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Hakim. 
e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 





f. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
g. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 
 
5. Wewenang dan Tugas 
 
Wewenang : 
Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi 
Yudisial mempunyai wewenang:  
a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah 
Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim; 
c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-
sama dengan Mahkamah Agung; 









Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam 
melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 13 (a), yaitu mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada DPR 
untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:  
a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;  
b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;  
c. Menetapkan calon hakim agung; dan  
d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.  
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:   
a. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: 
a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; 
b) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim; 
c) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan 
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; 
d) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim, 
e) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan 





b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga 
mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan 
hakim; 
c. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial 
dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan 
penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran 
Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. 
d. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
  
6. Keanggotaan 
Berdasarkan  Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Susunan 
Keanggotaan Komisi Yudisial sebagai berikut : 
a. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.  
b. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua 
yang merangkap Anggota.  
c. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.  
d. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.  
e. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas:  
a) 2 (dua) orang mantan hakim;  





c) 2 (dua) orang akademisi hukum; dan  
d) 1 (satu) orang anggota masyarakat.  
f. Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial. 
g. Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial. 
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh 
Komisi Yudisial.   
 
7. Syarat Menjadi Anggota Komisi Yudisial    
Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, untuk dapat 
menjadi Anggota Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi syarat :  
a. Warga negara Indonesia; 
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
d. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam 
puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan; 
e. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai 
pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; 
f. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia; 
g. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 
h. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani; 
i. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan 





8. Larangan Bagi Anggota Komisi Yudisial    
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Anggota Komisi Yudisial 
dilarang merangkap menjadi :  




d. notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; 
e. pengusaha, atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. 
  
B. Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang bertujuan 
menyejahterakan anggota, sehingga mampu menciptakan tatanan perekonomian 
yang baik bagi warga Negaranya. Jenis koperasi dapat dikatakan cukup beraneka 
ragam, salah satu di antaranya adalah koperasi pegawai. 
Pada prinsipnya, semua jenis koperasi sama. Namun, untuk koperasi 
pegawai, anggotanya terbatas hanya pada karyawan di sebuah perusahaan atau 
institusi saja. Dapat dibayangkan jika perusahaan yang memiliki 1000 karyawan 
berkumpul dalam satu wadah koperasi, maka berapa besar kapital yang akan 
diperoleh selama satu tahun.  Jika koperasi primer mampu menggerakan roda usaha 
hanya dengan minimal 20 orang saja, maka seharusnya koperasi pegawai memiliki 





Koperasi pegawai bisa dimulai dengan menjual beraneka macam keperluan 
yang dibutuhkan karyawan itu sendiri. Maka dari itu, terbentuknya koperasi 
pegawai menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan untuk turut serta membantu 
memenuhi kebutuhan karyawannya. Hal ini sejalan dengan Komisi Yudisial yang 
turut serta untuk menyejahterahkan pegawai melalui suatu wadah yang dinamakan 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial. 
 
1. Sejarah Koperasi Komisi Yudisial 
Menyadari pentingnya keberadaan koperasi sebagai tulang punggung 
ekonomi, Komisi Yudisial mendorong pendirian sebuah koperasi di lingkungan 
lembaga pengawas hakim sejak 2008. Berdirinya koperasi pegawai Komisi 
Yudisial Republik Indonesia merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan 
lingkungan starategik, baik nasional dan internasional yang mengharuskan adanya 
integrasi dan kerjasama yang mantap serta dinamis antar para pihak yang terlibat 
dalam rangka penyelenggaraan negara. 
Akhirnya pada tahun 2009, Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia diresmikan atas prakarsa pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia 
dengan Akta Pendirian tanggal 20 Agustus 2009. Anggota koperasi tersebut terdiri 
dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS dan pegawai outsourcing di 
lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia yang secara sukarela dan gotong 
royong menjadikan koperasi sebagai unit usaha bersama untuk membangun dan 
memberikan kesejahteraan anggota secara berkesinambungan. 





57 Jakarta Pusat pada 2009, para pengurus koperasi mulai menentukan jenis 
kegiatan koperasi. Setelah didiskusikan, kegiatan utama koperasi akan difokuskan 
pada bidang simpan pinjam. Alasan yang paling mendasar memilih kegiatan simpan 
pinjam adalah adanya kebutuhan para pegawai yang kekurangan dana sehingga 
membutuhkan bantuan pinjaman. Hanya pegawai yang menjadi anggota lah yang 
memiliki hak untuk meminjam dari koperasi. 
Pada awalnya, pengurus menentukan besaran simpanan pokok bagi 
anggotanya sebesar Rp. 100.000 sedangkan untuk simpanan wajib setiap bulan, 
jumlahnya berbeda bagi masing-masing anggota. Untuk pegawai golongan IV 
sebesar 100 ribu, golongan III sebesar 50 ribu, dan golongan II 25 ribu. 
Pengumpulan dana ini setiap bulan dilakukan secara langsung dengan pemotongan 
gaji yang diterima.  
Pada awal pendirian koperasi, jumlah anggota kurang lebih 140 orang yang 
selalu berupaya meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, regenerasi kepengerusan 
diperlukan untuk melanjutkan dan melakukan terobosan dalam berbagai kegiatan 
koperasi di Komisi Yudisial. Para pengurus menyadari bahwa simpan pinjam saja 
tidak cukup untuk mengembangkan koperasi ini. Usaha lain yang mulai dijalankan 
untuk mengembangkan usaha koperasi adalah dengan mengelola kantin di 
lingkungan Gedung Komisi Yudisial. Para penjual yang ingin menempati kios di 
kantin Komisi Yudisial harus membayar sewa sebesar Rp 300 ribu setiap bulan. 
Total kios yang ada sebagai kafetaria (kantin) Komisi Yudisial berjumlah 6 kios. 
Selain itu, koperasi ini juga ‘meniru’ Koperasi MK yang menyediakan snack dan 





Tujuan didirikannya Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia berdasarkan AD/ART adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf  hidup seluruh anggota, 
b. Memenuhi kebutuhan seluruh anggota dalam hal ekonomi, 
c. Menggalang solidaritas dan toleransi antar anggota koperasi, 
d. Memajukan dan mengembangkan unit – unit usaha yang sifatnya bisnis, 
e. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian 
nasional. 
  
C. Struktur Organisasi 
Organisasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen yang 
baik di dalamnya, maka dari itu sangat diperlukan struktur organisasi. Koperasi 
sebagai suatu organisasi dipastikan harus memiliki bagan struktur organisasi yang 
relevan, kelengkapan perangkat dan fungsi organisasi koperasi tersebut. Bagan 
struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan 
organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi dari pada fungsi beserta tugas maupun 
kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas. Struktur 
organisasi dalam Koperasi sangat penting, hal ini agar tidak terjadi kekeliruan 
dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan dan /atau tanggung jawab mulai 
dari kepengurusan hingga kepada karyawan. 
Berikut susunan kepengurusan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 






Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi 
  
Pengurus Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
merupakan anggota yang dipilih oleh anggota Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 
Republik Indonesia yang dianggap memenuhi syarat dan kriteria tertentu dan 
disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus dipilih dalam jangka waktu tiga tahun 
sekali. Anggota yang dipilih sebagai pengurus harus sudah menjadi anggota 
sekurang-kurangnya 2 tahun. Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat 
dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan 





Dalam menjalankan tugasnya pengurus tersebut bekerja sesuai dengan 
tanggung jawab tugasnya masing-masing. Namun ada kalanya semua pengurus 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia tersebut bersinergi pada 
saat menentukan beberapa hal yang cukup penting seperti pembinaan anggota, 
pemecahan masalah dan penentuan keputusan atas masalah tersebut. 
Tugas dari masing-masing pengurus adalah sebagai berikut : 
a.  Ketua 
Bertugas untuk memimpin organisasi, memegang kebijakan umum baik ke 
dalam maupun keluar, mengarahkan dan mengendalikan roda organisasi sesuai 
ketentuan perundang-undangan dalam AD/ART serta keputusan atau ketentuan 
lainnya, menandatangani surat-surat keputusan, surat-surat lain yang bersifat 
kebijakan umum atau yang menyangkut instansi lain bersama-sama sekretaris dan 
memimpin rapat, terutama rapat pleno dan pleno lengkap. 
b.  Sekretaris 
Bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan tata usaha, bersama ketua 
umum menandatangani surat-surat keluar, bersama ketua melakukan penataan 
sekretariat Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia, bersama ketua 
menandatangani surat-surat yang bersifat internal dengan tembusan kepada ketua 
umum dan membuat jadwal pelaksanaan program untuk disahkan dalam rapat 
pengurus, mengisi buku tabungan anggota, mencatat faktur pajak (SPT Tahunan 
Penghasilan Wajib Pajak). 
c.  Bendahara 





penerimaan dan pengeluaran ke buku kas, membuat laporan pertanggungjawaban 
semester keuangan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia, 
membuat laporan pertanggungjawaban tahunan untuk RAT. 
d.  Keanggotaan 
Anggota merupakan peran penting dalam suatu organisasi koperasi, karena 
koperasi merupakan pelayanan yang ditujukan dari anggota, dikerjakan oleh 
anggota, dan hasilnya akan kembali lagi untuk anggota. Jumlah keanggotaan 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia sampai saat ini terus 
mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan bertambahnya pegawai baik 
pegawai baru ataupun yang dipindah tugaskan di instansi Komisi Yudisial Republik 
Indonesia. 
Untuk  menjadi  anggota  Koperasi  Pegawai  Komisi  Yudisial  Republik 
Indonesia maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a) Mempunyai kemampuan penuh untuk  melakukan tindakan hukum, 
b) Tercatat sebagai pegawai Komisi Yudisial baik pegawai negeri sipil, non 
pegawai negeri sipil, maupun pegawai tidak tetap yang dikontrak oleh Komisi 
Yudisial, 
c) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga, 
d) Keanggotaan Koperasi Komisi Yudisial mulai berlaku dan hanya dapat 
dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota, 
e) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Komisi Yudisial harus 





ditetapkan oleh Koperasi Komisi Yudisial dan ditandatangani oleh calon 
anggota, 
f) Keanggotaan Koperasi Komisi Yudisial melekat pada diri anggota sendiri dan 
tidak dapat dialihkan. 
  
Hak Setiap anggota yaitu: 
a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota, 
b) Memilih atau dipilih sebagai pengurus atau pengawas koperasi, 
c) Meminta penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa 
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 
d) Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota 
Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa, 
e) Memanfaatkan usaha Koperasi Komisi Yudisial dan mendapatkan pelayanan 
yang sama dengan anggota lainnya, 
f) Memperoleh pembagian Selisih Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan kontribusi 
masing – masing kepada Koperasi Komisi Yudisial baik berupa simpanan 
wajib dan simpanan sukarela maupun jumlah penggunaan jasa usaha koperasi 
yang dapat dinilai dengan uang, 
g) Memperoleh simpanan wajib dan simpanan sukarela apabila berakhir dari 
keanggotaan Koperasi Komisi Yudisial, 
h) Pencarian simpanan wajib dan simpanan sukarela dengan menyebutkan jumlah 






Kewajiban setiap anggota yaitu : 
a) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, 
dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota, 
b) Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang diputuskan dalam 
Rapat Anggota, 
c) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan Koperasi Komisi 
Yudisial, 
d) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas 
kekeluargaan, 
e) Menanggung kerugian sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga. 
 
D. Unit Usaha dan Kegiatan Koperasi 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki beberapa 
unit usaha dan kegiatan-kegiatan yang menunjang perkembangan koperasi. Unit 
usaha tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1.  Unit Usaha Simpan Pinjam 
a. Pengertian Simpan Pinjam 
Koperasi yang menjalankan usaha dalam bidang simpan pinjam tidak 





Pinjam merupakan unit yang sangat dibutuhkan para anggota yang biasanya 
membutuhkan dana. 
Pengertian koperasi simpan pinjam menurut Suyanto dan Nurhadi 
(2003:43) adalah: “Koperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang 
meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga 
rendah.”3 
Koperasi Simpan Pinjam menurut Kasmir (2007) dalam bukunya 
“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” adalah : suatu badan usaha yang dapat 
dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan.4 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, kegiatan usaha simpan pinjam 
adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan 
kembali dana tersebut melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota 
koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, 
koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa, koperasi simpan pinjam adalah sebuah 
lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dikelola oleh 
anggotanya memiliki tugas meyimpan dan menyalurkan dana yang bertujuan 
untuk mensejahterakan anggotanya. Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi 
simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, 
manajer dan yang paling penting adalah rapat anggota.  
                                                          
3 http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00060-MN%20Bab2001.pdf diakses 8 Maret 2018 





b. Jenis – Jenis Simpanan Pada Koperasi  
Pada setiap koperasi mempunyai simpanan-simpanan yang dijadikan 
sebagai ekuitas pada koperasi tersebut yang salah satunya dari simpanan 
anggota. Jenis-jenis simpanan pada koperasi antara lain :5 
a) Simpanan Pokok  
Simpanan pokok adalah nilai sejumlah uang tertentu yang sama 
banyaknya dan wajib dibayarkan anggota koperasi pada saat masuk menjadi 
anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang  
bersangkutan menjadi anggota (PSAK.No27:17).  
b) Simpanan Wajib  
Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus 
sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk 
menjadi anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang 
bersangkutan masih menjadi anggota (PSAK No.27.2002:27.7). 
c) Simpanan Sukarela  
Simpanan Sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh 
anggota koperasi atas kehendak anggota koperasi sendiri (Panji Anoraga dan 
Ninik Widiyanti,1997:83). 
 
Sejumlah uang simpanan pada koperasi ditentukan oleh masing-masing 
koperasi. Antara koperasi satu dengan koperasi lain tentu berbeda dalam 
menentukan beberapa jumlah uang wajib yang dibayarkan anggotanya. Akan 
                                                          





tetapi, jumlah simpanan pokok yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota dalam 
suatu koperasi yang sama mempunyai jumlah yang sama antara anggota satu 
dengan lainnya. Unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha yang banyak 
membantu para pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia. 
  
1. Pinjaman 
Pemberian pinjaman uang tunai kepada para anggota yang 
membutuhkan. Pemberian pinjaman didasarkan pada status kepegawaian para 
anggota di lingkungan Komisi Yudisial RI. Besaran batas peminjaman di 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 
  
Tabel 2. Batas Peminjaman Unit Simpan Pinjam 
Status Kepegawaian Batas Peminjaman 
PNS Rp 5.000.000 
CPNS Rp 3.000.000 
Outsourcing Rp 2.000.000 
Sumber: Data diolah praktikan 
 
Setiap anggota yang meminjam diberikan tempo 12 sampai 24 bulan 
sesuai dengan permohonannya jumlah pinjaman, dengan jasa bunga 1% setiap 
bulan atas kesepakatan RAT 2016. Perizinan pemberian pinjaman kepada 
anggota terlebih dahulu disetujui oleh ketua koperasi dan bendahara koperasi 





pemberian pinjaman adalah angsuran yang dibayarkan oleh peminjam setiap 
bulannya dipotong melalui gaji. 
 
2.  Simpanan 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia menetapkan 
besaran simpanan pokok sebesar Rp 100.000 untuk seluruh pegawai mulai dari 
pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil, maupun pegawai tidak tetap yang 
dikontrak Komisi Yudisial. Sementara untuk simpanan wajib dibedakan 
berdasarkan golongan. Berikut daftar simpanan wajib: 
  
Tabel 3. Besaran simpanan wajib 
Golongan Simpanan wajib 
Eselon I Rp 400.000 
Eselon II Rp 300.000 
Eselon III Rp 200.000 
Eselon IV Rp 100.000 
Pelaksana (PNS/CPNS/PTT) Rp  50.000 
Building Management Rp  25.000 
Sumber: Panduan AD/ART Koperasi Komisi Yudisial  
 
2. Unit Usaha Kafetaria 
Menurut Marsum (2005) Kafe adalah tempat untuk makan dan minum 





merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk 
didalam dan diluar restoran. Kebanyakan kafe tidak menyajikan makanan berat 
namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan  
minuman. Kafe pertama kali muncul di daerah barat.6 
Sejak tahun 2010, Koperasi Pegawai Komisi Yudisial telah menjalin kerja 
sama dengan para penjual makanan. Dari keuntungan yang diperoleh dari tiap 
counter setiap harinya, koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 2%. Dengan 
adanya kafetaria ini, maka pihak Komisi Yudisal Republik Indonesia dapat dengan 
mudah menyediakan konsumsi apabila sedang diadakan rapat atau kegiatan 
lainnya. 
  
3. Kegiatan Koperasi 
Kegiatan yang diadakan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia beraneka ragam, mulai dari kegiatan yang bersifat sosial hingga kegiatan 
yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Diantaranya sebagai berikut : 
 
a.  Bingkisan Hari Raya 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia memberikan 
bingkisan hari raya kepada para anggotanya yang senantiasa menjaga loyalitas 
dalam memakai jasa unit-unit usaha yang ada pada koperasi. Besaran harga 
bingkisan yang diberikan disesuaikan dengan seberapa besar anggota berpartisipasi 
dan berkontribusi pada koperasi. 
                                                          





b.  Bazar Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Dalam rangka memeriahkan ulang tahun Komisi Yudisial Republik 
Indonesia, diadakan bazar satu kali dalam setahun. Selain itu, bazar juga bertujuan 
untuk menambah pemasukan bagi koperasi dengan cara menyewakan stand bagi 
pedagang yang ingin berjualan pada saat perayaan ulang tahun tersebut. Harga 







PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
  
A. Bidang Kerja 
Sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan Koperasi Komisi Yudisial, 
terdapat dua bidang kerja yang menjadi aktivitas utama di dalam koperasi tersebut, 
yaitu simpan pinjam, dan kafetaria. Pada kesempatan ini, praktikan ditempatkan 
pada Divisi Usaha Simpan Pinjam. Praktikan diberikan kepercayaan untuk 
mengurusi bagian administrasi simpan pinjam dan customer service, seperti 
menginput data jumlah anggota, jumlah simpanan, data pinjaman anggota, dan 
pelayanan kepada anggota. Dalam menjalankan tugas tersebut, praktikan dibimbing 
oleh Ayu Ningsih sebagai pengelola dari unit simpan pinjam. Selain itu, praktikan 
juga diawasi langsung oleh Ketua Koperasi yang bernama bapak Nur Agus Susanto, 
SH, M.Hum.  
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Tugas praktikan di Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
adalah sebagai berikut: 
a. Menginput Data Simpanan Anggota 
Kewajiban anggota koperasi adalah melakukan pembayaran simpanan 
pokok pertama kali saat mendaftar menjadi anggota dan simpanan wajib disetiap 





untuk seluruh pegawai mulai dari pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil, 
maupun pegawai tidak tetap yang dikontrak Komisi Yudisial.  
Sementara untuk simpanan wajib dibedakan berdasarkan golongan. Untuk 
golongan Eselon I simpanan wajib sebesar Rp 400.000, Rp 300.000 untuk Eselon 
II, Rp 200.000 untuk Eselon III, dan Rp 100.000 untuk Eseleon IV. Berbeda halnya 
dengan Pelaksana (PNS/CPNS/PTT) simpanan wajib hanya sebesar Rp 50.000 dan 
untuk Building Management (Outsourcing) sebesar Rp 25.000. 
Pencatatan simpanan wajib ke kartu anggota baru bisa dilakukan setelah 
mendapatkan data dari bagian penggajian. Kemudian bagian penggajian akan 
mentransfer ke rekening Koperasi Komisi Yudisial sehingga simpanan wajib 
anggota koperasi sudah secara otomatis memotong pada saat penerimaan gaji. 
  
  
Gambar 2. Data Simpanan Anggota 
 
b. Menginput Data Pinjaman Anggota 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia memberikan jasa 





Komisi Yudisial RI. Praktikan diberi tugas untuk menginput data pinjaman anggota 
ke dalam database yang telah tersedia di komputer. Data yang harus diinput berupa 
jumlah pinjaman anggota serta rinciannya, serta angsuran pinjaman yang telah 
dibayarkan oleh anggota yang bersangkutan. Praktikan juga ditugaskan untuk 
menghitung jasa bulanan atas angsuran pinjaman yaitu sebesar 1%.  
  
c.  Membuat Kartu Angsuran Anggota dan Membagikannya 
Praktikan diberi tugas untuk membuat kartu angsuran anggota yang 
melakukan pinjaman di koperasi. Tujuan dibuatnya kartu angsuran bulanan ini 
adalah untuk memberikan informasi kepada anggota atas angsuran yang telah 
dibayarkannya dan sisa angsuran yang masih harus dibayarkan pada bulan 
berikutnya. Praktikan membagikan kartu angsuran ini kepada setiap anggota yang 
meminjam, mulai dari security, staf, petugas kebersihan, dan pegawai Komisi 
Yudisial. 
  






d. Memberikan Pelayanan kepada Anggota 
Praktikan memberikan pelayanan kepada anggota yang ingin melakukan 




















Gambar 4. Diolah praktikan 
 
Tugas praktikan adalah ketika ada anggota yang ingin melakukan pinjaman, 
praktikan memberikan formulir pendaftaran. Jika anggota sudah mengisi formulir 
tersebut praktikan mengarahkan kebagian pendataan. Di bagian pendataan ini 
anggota yang ini melakukkan pinjaman di interview. Setelah di-interview, baru 
diputuskan berapakah anggota dapat menerima pinjamannya, apakah nominal yang 
diajukan anggota dikabulkan semua atau tidak. Semua itu dilihat dari kondisi gaji, 





kemudian akan meminta tandatangan dari bendahara koperasi untuk meminta 
persetujuan. Jika sudah disetujui, maka pinjaman dapat dicairkan.  
Di Koperasi Komisi Yudisial ini maksimal pinjaman sebesar Rp 20.000.000 
dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 1% (flat). Namun, terkadang kenyataannya, 
maksimal pinjaman untuk PNS hanya Rp 10.000.000 dan non PNS maksimal Rp 
5.000.000. Untuk pembayaran pinjaman, pihak koperasi akan memberikan daftar 
potongan ke bagian penggajian. Kemudian bagian penggajian akan memotong dari 
gaji anggota peminjam untuk ditransfer ke rekening koperasi. 
  
e.  Melakukan Pengarsipan 
Melakukan pengarsipan, yaitu menata arsip-arsip atas simpanan dan 
pinjaman anggota. Praktikan harus menata arsip-arsip tersebut dengan rapih dan 
sesuai urutan tanggal dan bulan. Hal ini bertujuan agar apabila sewaktu-waktu arsip 
tersebut dibutuhkan maka dapat ditemukan dengan mudah.  
 
Agenda Kegiatan Pelaksaan Praktik Kerja Lapangan 
Hari ke-1 Senin, 8 Januari 2018 merupakan awal praktikan mulai 
melaksanakan PKL. Pada hari tersebut praktikan langsung diarahkan ke Bendahara 
Koperasi untuk memperkenalkan diri. Kemudian, praktikan pun langsung 
diperintahkan menuju ruangan koperasi untuk bertemu dengan Pegawai Koperasi. 
Praktikan pun mendapatkan tugas untuk membantu bidang kerja unit simpan 
pinjam. Pada awal PKL ini, praktikan tidak langsung bekerja melainkan beradaptasi 





maupun pegawai koperasi tersebut. Adaptasi dilakukan untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungan kerja yang akan praktikan tempati. 
Hari ke-2 Selasa, 9 Januari 2018 praktikan mulai diberikan tugas seperti 
membantu fotokopi laporan-laporan terkait pengajuan pengambilan simpanan 
anggota yang keluar dari koperasi karena dipindah tugaskan, dan praktikan diminta 
untuk menginput data simpanan pokok anggota di Microsoft Office Excel. Praktikan 
juga melayani anggota yang bertanya melalui telepon. 
Hari ke-3 Kamis, 11 Januari 2018 praktikan melayani anggota yang datang 
ke koperasi untuk bertanya–tanya tentang pinjaman koperasi. Selain itu, praktikan 
melayani kebutuhan anggota melalui telepon. Praktikan juga membantu untuk 
membuat kartu angsuran anggota koperasi. 
Hari ke-4 Jumat, 12 Januari 2018 praktikan mendapatkan tugas untuk 
menginput data pendapatan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
dari bulan September hingga bulan Desember 2017 ke dalam Microsoft Excel. 
Selain input data ke dalam Excel, pratikan juga diminta untuk mencatat secara 
manual yaitu mencocokkan nominal pendapatan yang tertera di nota dengan yang 
tertera di faktur. 
Hari ke-5 Senin, 15 Januari 2018 praktikan ditugaskan untuk menemani 
salah satu pegawai koperasi untuk pergi ke Bank BRI melakukan kliring agar dana 
pinjaman yang di ajukan anggota dapat dilihat sudah dicairkan ke rekening masing-
masing anggota yang mengajukan pinjaman dari bulan Desember 2017. Selain itu 
praktikan melakukan penginputan data ke Microsoft Excel untuk anggota yang 





Hari ke-6 Selasa, 16 Januari 2018 praktikan mendapatkan tugas membantu 
untuk menyebarkan surat yang berisi nama-nama anggota koperasi Komisi Yudisial 
yang pinjamannya sudah dicairkan kemudian ditempelkan di papan pengumuman 
masing-masing lantai 1-6 gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia.  
Hari ke-7 Rabu, 17 Januari 2018 praktikan menginput data piutang 
pinjaman pada bulan Desember 2017 ke Microsoft Excel sekaligus 
menyesuaikannya dengan data manual yang ada di buku piutang. Praktikan juga 
membantu menyusun bon – bon konsumsi dari setiap konter yang berantakan untuk 
disusun rapi. 
Hari ke-8 Kamis, 18 Januari 2018 praktikan bertugas untuk mengantarkan 
hasil fotokopi ke salah satu ruang pegawai Komisi Yudisial, setelah mengantarkan 
hasil fotokopi tersebut praktikan diberi tugas membantu kafetaria dengan pergi 
menemui beberapa orang dari pegawai Komisi Yudisial untuk membuat nota dinas 
atas pemesanan konsumsi rapat kepada koperasi berdasarkan surat perintah jalan 
yang sudah dibuat. Sehabis istirahat praktikan mendapat tugas mengarsipkan 
kwitansi pembayaran konsumsi sesuai tanggal dan bulan pemesanan snack 
konsumsi. 
Hari ke-9 yaitu Jumat, 19 Januari 2018 praktikan melayani anggota yang 
ingin melakukan pengajuan pinjaman. Praktikan juga membantu menginput data 
nama dan jumlah pinjaman anggota ke Microsoft Excel yang melakukan pengajuan 
pinjaman pada bulan Januari 2018 ke koperasi Komisi Yudisial. 
Hari ke-10 Senin, 22 Januari 2018 praktikan merekap data iuran/simpanan 





agar dicocokan untuk mengoreksi kekeliruan. Selain itu, praktikan meminta data 
simpanan wajib bulan Oktober sampai Desember 2017 ke bagian penggajian. 
 Hari ke-11 Selasa, 23 Januari 2018 praktikan memasukan data ke kartu 
angsuran anggota yang formatnya telah tersedia sehingga praktikan hanya 
memasukkan data-data yang dibutuhkan terlampir di kartu tersebut. Praktikan juga 
melayani anggota yang ingin meminjam pada koperasi sekaligus menjelaskan 
mengenai waktu pembayaran dan potongan pinjaman dari gaji. Praktikan juga 
membantu untuk menginput data simpanan wajib anggota bulan November dari 
berkas – berkas yang diserahkan oleh bagian penggajian. 
Hari ke-12 yaitu Rabu, 24 Januari 2018 praktikan bertugas menginput data 
iuran/simpanan PNS pada bulan November 2017 ke Microsoft Excel. Praktikan juga 
melayani anggota yang ingin bertanya melalui telepon sekaligus menjelaskan 
mengenai waktu pembayaran dan pemotongan pinjaman dari gaji. Selain itu 
praktikan mengeprint dan memfoto copy kartu angsuran anggota. 
Hari ke-13 Kamis, 25 Januari 2018 praktikan masih melakukan hal yang 
sama seperti hari kemarin, yaitu menginput data iuran PNS selama bulan Desember 
2017. Praktikan juga menginput data anggota yang ingin mengajukan pinjaman. 
Selain itu praktikan merekap total iuran PNS pada tahun 2017. 
Hari ke-14 Jumat, 26 Januari 2018 praktikan mengoreksi data iuran PNS 
dari bulan Januari-Desember 2017 di Microsoft Office Excel. Kemudian praktikan 
melakukan pengarsipan data manual mengenai iuran selama bulan November 
hingga Desember 2017 sesuai dengan tanggal dan bulan agar tersusun dengan rapi 





Hari ke-15 Senin, 29 Januari 2018 praktikan menginput data anggota 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial baik anggota lama dan baru. Penginputan data 
ini dilakukan dengan mencocokan data manual dengan data yang sudah 
terkomputerisasi agar semua data anggota bisa terdaftar secara lengkap. 
Hari ke-16 pada Selasa, 30 Januari 2018 praktikan diberi tugas untuk 
menginput data iuran/simpanan pegawai Outsourcing selama bulan November 
2017. Praktikan juga membantu menyusun berkas-berkas peminjaman anggota 
secara manual agar tersusun rapih di dalam berkas. 
Hari ke-17 yaitu Rabu, 31 Januari 2018 praktikan masih melanjutkan tugas 
untuk menginput data iuran/simpanan pegawai Outsourcing selama bulan 
Desember 2017. Praktikan dipercaya untuk menemui Bendahara koperasi di bagian 
Biro Umum untuk memberikan berkas terkait data pengajuan pinjaman anggota 
yang telah diajukan pada bulan Januari 2018, agar disetujui oleh Bendahara.  
Hari ke-18 Kamis, 1 Februari 2018 praktikan membagikan kartu angsuran 
kepada para anggota koperasi yang sudah melakukan pinjaman. Selain itu, 
praktikan juga mentransfer uang dari tunjangan kinerja ke Bank BRI sesuai intruksi 
Ketua Koperasi. 
Hari ke-19 Jumat, 2 Februari 2018 praktikan merekap data iuran PNS dan 
pegawai Outsourcing berdasarkan data di Microsoft Excel dan data manual, untuk 
mengoreksi kesalahan penginputan.  
Hari ke-20 yaitu hari terakhir praktikan melaksanakan PKL di Koperasi 
Komisi Yudisial pada tanggal 5 Februari 2018, praktikan menginput data simpanan 





kesempatan ini praktikan juga mencari data dan informasi seputar Koperasi Komisi 
Yudisal untuk persiapan menyusun laporan PKL. Pada hari itu juga praktikan 
berpamitan dan berterimakasih kepada seluruh pengurus dan pegawai Koperasi 
Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia.  
Berdasarkan analisis praktikan pada kegiatan koperasi bagian unit simpan 
pinjam, terlihat bahwa anggota yang meminjam melebihi pemasukan koperasi, 
sehingga diberlakukan batas jumlah peminjaman berdasarkan pangkat atau jabatan. 
  
C. Kendala Yang Dihadapi 
Menyelesaikan tugas Praktik Kerja Lapangan pada Koperasi Pegawai 
Komisi Yudisial Republik Indonesia, praktikan berusaha untuk melaksanakan 
pekerjaan dan tugas yang diberikan dengan sangat baik, pekerjaan yang dilakukan 
juga dapat terselesaikan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Akan tetapi 
dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan mengalami beberapa kendala yang 
datang dari dalam diri (internal) praktikan maupun dari luar (eksternal). Berikut 
adalah kendala-kendala tersebut: 
 1.  Kendala Dari Dalam Diri Praktikan 
Terdapat dua kendala yang muncul dari dalam diri praktikan, yaitu: 
a.  Kurangnya Motivasi 
Diakui pada awal praktikan menyelesaikan tugas dalam pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan di koperasi pegawai KY, praktikan memiliki motivasi yang rendah. 
Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang akan digunakan 





di ruangan koperasi hanya satu. Sehingga praktikan setiap hari harus membawa 
laptop pribadi, dan hal tersebut membuat praktikan merasa tidak nyaman. Selain 
itu, tugas seperti foto copy ini biasanya diberikan kepada murid-murid SMK yang 
menjalankan Praktik Kerja Lapangan. Hal ini dapat diartikan bahwa praktikan yang 
sedang menjalankan jenjang studi Strata 1 tidak memiliki tugas yang berbeda 
dengan praktikan dari sekolah menengah kejuruan (SMK). 
  
b.  Kurangnya Ketelitian 
Diakui praktikan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan 
tepat waktu namun masih kurang teliti dalam melakukan pekerjaan yang diberikan 
oleh pihak tempat PKL dilaksanakan. Contohnya saja pada saat praktikan diberi 
tugas untuk mengarsipkan data manual sesuai tanggal dan bulan praktikan 
terkadang kurang teliti. Hal ini disebabkan karena data terlalu banyak dan berkas 
cenderung berantakan dengan file yang berbeda – beda sehingga ketelitian sangat 
diperlukan. Selain itu karena data sebelumnya bukan dikerjakan oleh praktikan 
sehingga file yang berantakan sangat membingungkan praktikan.  
 
2.  Kendala dari Koperasi 
Terdapat beberapa kendala yang timbul dari koperasi, yaitu: 
a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana 
Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki koperasi menjadi hambatan 
tersendiri bagi praktikan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Sarana dan 





koperasi seperti meja, bangku dan komputer yang masih terbatas jumlahnya. 
Mengingat tugas yang harus dilakukan praktikan cukup banyak dan memakan 
tempat, sehingga meja kerja yang digunakan praktikan menjadi agak sedikit 
berantakan. Komputer yang terbatas juga membuat praktikan harus menggunakan 
laptop milik praktikan sendiri untuk menginput data. 
  
b. Pencatatan Laporan Ganda (Secara Manual dan Komputer) 
Data pemasukan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
dilakukan dalam dua pencatatan, yaitu pertama-tama dimasukkan secara manual 
setelah selesai dikerjakan secara manual data tersebut diinput ke dalam komputer 
sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak efisien dan menimbulkan kerancuan 
apabila terdapat perbedaan diantara pencatatan secara manual dengan komputer. 
 
c. Pengerjaan Laporan Keuangan Koperasi Lambat 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia belum memiliki 
laporan keuangan koperasi pada tahun 2017. Padahal kenyataannya, koperasi sudah 
berjalan memasuki tahun 2018. Hal ini disebabkan karena belum tersusunnya 
pencatatan keuangan secara baik yang dilakukan oleh pengelola Koperasi. Hal ini 
tentu akan mengarah kepada indikasi korupsi yang bisa saja dilakukan oleh oknum 
yang tidak bertanggung jawab. 
  
d. Pengurus Koperasi Rangkap Jabatan 





lain yang ada di Komisi Yudisial Republik Indonesia sehingga praktikan jarang 
bertemu dengan pengurus koperasi. Praktikan juga mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan informasi mengenai Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia dikarenakan kesibukan lain masing-masing pengurus. Serta pengurus 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia yang rangkap jabatan ini 
menyebabkan praktikan kurang mendapat arahan atau bimbingan dari para 
pengurus selama menjalani PKL. 
  
e. Kredit Macet 
Koperasi Komisi Yudisial memiliki kredit macet yang cukup 
memperihatinkan pada Divisi Simpan Pinjamnya. Banyak anggota yang belum 
mencicil kewajibannya atas pinjaman yang sudah didapatkan. Kebanyakan anggota 
yang menjadi pelaku kredit macet adalah PNS. Walaupun gaji mereka terbilang 
cukup besar dibandingkan pegawai Outsourcing tetapi dalam membayar cicilan 
pinjaman PNS tergolong susah. Mereka selalu menunda pembayaran yang berujung 
pada menumpuknya cicilan kredit pinjamannya.  
 
f. Kemampuan Pengelola Koperasi Terbatas 
Tidak sedikit pengelola koperasi adalah orang – orang dengan latar 
belakang pendidikan yang rendah. Hal ini tentu akan berdampak pada pengelolaan 
koperasi. Begitu pula pada Koperasi Pegawai Komisi Yudisial, pegawai di bagian 
simpan pinjam hanya tamatan SMK. Selain itu koperasi kekurangan pegawai yang 





pelaksanaannya, skill yang dimiliki pengelola sangat terbatas, sehingga tidak ada 
inovasi yang bisa dihasilkan. Selain itu praktikan kadang lebih cenderung 
merangkap untuk mengoreksi pekerjaan pegawai simpan pinjam saat praktikan 
sedang menginput data iuran/simpanan, karena sering terjadi kesalahan 
penginputan yang dilakukan pegawai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 
kurangnya skill yang dimiliki pegawai dengan tuntutan pekerjaannya.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan, maka cara yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut:  
 
a.  Cara Mengatasi Kendala dari Dalam Diri 
Mengatasi kendala dari dalam diri memang sulit, namun ada beberapa cara 
yang praktikan lakukan untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya : 
a)  Kurangnya Motivasi 
Melaksanakan setiap kegiatan atau tugas tentunya dilandasi oleh motivasi. 
Memiliki motivasi yang tinggi sangat berpengaruh pada fokus kerja yang 
selanjutnya ikut menentukan hasil dari tugas yang dikerjakan. Untuk meningkatkan 
motivasi yang rendah yang diakibatkan oleh pemberian tugas kepada praktikan 
yang tidak berbeda dengan tugas yang diberikan kepada praktikan dari SMK. Untuk 






1) Meningkatkan kepercayaan akan kemampuan sendiri yang lebih baik, meski 
mendapat tugas yang tidak berbeda seperti praktikan dari SMK yaitu memfoto 
copy, praktikan tetap percaya bahwa tentunya praktikan memiliki kemampuan 
yang lebih dalam menyelesaikan tugas tersebut.  
2) Menjalin komunikasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan 
oleh Mangkunegara (2004) komunikasi adalah pemindahan informasi dan 
pemahaman dari seseorang kepada orang lain. Yang berarti bahwa salah satu 
dari prinsip dalam memotivasi kerja seseorang adalah komunikasi.7 
Komunikasi yang baik praktikan bangun dengan para karyawan maupun 
anggota tentunya membuat praktikan lebih dihargai orang-orang sekitar. 
 
b)  Kurangnya Ketelitian 
Teliti adalah suatu kecermataan atau keseksamaan, atau mengerjakan 
sesuatu hal dengan hati-hati. Seseorang yang teliti selalu cermat dan hati-hati dalam 
merencanakan hingga melakukan suatu pekerjaan. Ketelitian sangat diperlukan 
untuk suksesnya pekerjaan yang dilakukan. Untuk mengatasi kendala kurangnya 
ketelitian dari dalam diri praktikan adalah praktikan tidak boleh tergesa-gesa dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan. Praktikan harus sabar dan hati-hati dalam 
mengerjakan tugas, sekaligus tetap memeriksa kembali pekerjaan yang sudah 
dikerjakan untuk menghindari kesalahan.  
Selain itu, untuk menghindari ketidaktelitian, maka praktikan harus 
                                                          





bertanya dengan jelas mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh pihak koperasi. 
Sehingga dengan cara-cara tersebut maka pekerjaan yang dilakukan praktikan akan 
mencapai hasil yang maksimal dan tidak mengecewakan. 
 
b. Cara Mengatasi Kendala dari Luar Diri 
Banyak hal yang dapat praktikan lakukan untuk mengatasi kendala yang 
terdapat dikoperasi, beberapa diantaranya yaitu: 
a) Terbatasnya Sarana atau Fasilitas 
Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan 
memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.8 Menurut Munir sarana 
adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi 
sebagai alatutama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka 
kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. 
Sedangkan prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat 
menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. 
Misalnya, gedung kantor, tempat parkir, menara air, dan sebagainya. (Peraturan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2011: P.41/Menhut-II). Masalah sarana 
dan prasarana merupakan masalah klasik yang terkait kondisi fisik sebuah lembaga 
atau perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam mengatasi masalah ini 
praktikan selalu membawa laptop pribadi dalam pelaksanaan PKL.  
                                                          





b)  Pencatatan Laporan Ganda (Secara Manual dan Komputer) 
Strategi menghindari perbedaan pencatatan antara manual dengan 
komputer, praktikan menginput data dari pencatatan manual ke dalam komputer 
dengan fokus dan penuh ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. 
 
c)  Pengurus Koperasi Rangkap Jabatan 
Kesibukan para pengurus membuat praktikan jarang bertemu dengan para 
pengurus koperasi. Praktikan harus mencuri waktu luang agar dapat bertemu 
dengan para pengurus koperasi secara bergantian. Selain itu praktikan harus 
membuat janji bertemu terlebih dahulu sebelum bertemu dengan pengurus koperasi 
apabila ingin melakukan wawancara. 
  
d) Pengerjaan Laporan Keuangan Koperasi Lambat 
Jika ingin mengetahui apakah koperasi dalam keadaan untung atau rugi 
tentu harus dilihat dari laporan keuangan koperasi. Menurut Mamduh M. Hanafi 
dan Abdul Halim Laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi 
informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, 
seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik 
mengenai prospek dan risiko perusahaan.9 
 Jika koperasi lambat dalam membuat laporan keuangan, tentu anggota akan 
merasa dirugikan. Setiap anggota berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari 
                                                          





koperasi. Jika laporan keuangan lambat dibuat, maka koperasi tidak akan cepat 
mengetahui besaran SHU yang harus dibagikan kepada anggota.  
Mengatasi masalah di atas, maka harus memilih pengawas, pengurus, dan 
pengelola yang mengetahui dan memahami akuntansi perkoperasian. Untuk 
menunjang hal tersebut, diperlukan juga pelatihan dan pendidikan untuk memenuhi 
kebutuhan koperasi terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Di sisi lain, 
pencatatan pemasukan dan pengeluaran pun perlu disusun secara rapi dan juga 
penagihan kepada anggota sehingga pengelola tidak akan mengalami kesulitan 
untuk membuat laporan keuangan. Dengan begitu, laporan keuangan bisa 
diselesaikan tepat waktu. 
  
e) Kredit Macet 
Dalam mengatasi masalah kredit macet koperasi perlu melakukan inovasi 
dalam hal penagihan kepada para anggotanya. Jika hanya dengan membagikan 
kartu angsuran anggota, untuk mereka yang malas dalam melakukan pembayaran 
akan semakin seenaknya karena tidak ada teguran secara langsung. Sebaiknya 
koperasi Komisi Yudisial melalukan tiga tahap penagihan, pertama adalah 
penyampaian surat peringatan ke anggota yang memiliki kredit macet dengan 
mencantumkan nominal pinjamnnya, kedua melakukan pendekatan dengan 
memanggil satu per satu angota secara bergilir ke koperasi untuk mengingatkan 
sekaligus menagih perihal pinjamannya yang sudah jatuh tempo, dan yang ketiga 





tempo di bagian informasi terkait untuk mengingatkan dalam melakukan angsuran 
agar dapat menekan jumlah kredit macet. 
 
f) Kemampuan Pengelola Koperasi Terbatas 
Keterbatasan kemampuan pengelola koperasi dalam pelaksanaan kegiatan 
perkoperasian didasari oleh rendahnya pendidikan. Padahal sejak awal mula 
pertumbuhan koperasi, disadari bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah 
satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan 
keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian. Para pelopor koperasi Rochdale 
bahkan menganggap bahwa pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan secara 
terus menerus, sebagai dasar untuk mempertahankan kelanjutan hidup koperasi. 
Pentingnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ditegaskan dalam 
kongres International Cooperative Alliance (ICA) tahun 1966 yang memutuskan 
bahwa setiap organisasi koperasi wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan 
perkoperasian untuk menyebarluaskan idea koperasi maupun praktik koperasi, baik 
aspek perusahaannya maupun aspek demokrasinya. 
Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang 
Perkoperasian pasal 6 ayat (e) mencantumkan salah satu prinsip koperasi bahwa 
koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, 
pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat 
tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.10 
                                                          






Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan perkoperasian tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan 
kemampuan anggota, pengurus, pengawas, atau pengelola dalam bidang 
pengetahuan perkoperasian, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk 
meningkatkan kegiatan dan usaha.  Maka dari itu, agar pegawai dapat melakukan 
pekerjaan sesuai tuntutannya, pendidikan dan pelatihan perkoperasian sangat 
penting untuk meningkatkan kemampuan pengelola. Menambah pegawai perlu 
dilakukan untuk membangun kerjasama guna menghindari pemusatan keterampilan 
hanya pada satu orang saja. 
  
E. Analisis Masalah Perkembangan Simpan Pinjam 
Dalam hal pengelolaan, badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal 
memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dan memiliki tenaga managerial 
yang berkualitas baik. Untuk memenuhi persyaratan pertama mengenai keuangan 
tentunya bisa dilihat dari laporan keuangan badan usaha tersebut. Akan tetapi, hal 
ini menjadi masalah ketika suatu koperasi lambat dalam membuat laporan 
keuangan sehingga informasi tentang keuangan koperasi tidak bisa diketahui 
dengan tepat waktu. Permasalahan ini terjadi di Koperasi Pegawai Komisi Yudisial. 
Koperasi ini belum membuat laporan keuangan untuk tahun 2017 sedangkan tahun 
2018 sudah berjalan.  
Salah satu faktor yang menjadi penyebab terlambatnya pembuatan laporan 
keuangan dari tahun ke tahun adalah kredit macet. Pendapatan yang seharusnya 





yang mana kredit macet tersebut menimbulkan piutang yang belum tertagih sebesar 
Rp 11.894.689 pada tahun 2016. Hal tersebut diperparah karena selama tahun 2016 
berjalan sampai laporan keuangannya dibuat kredit macet tersebut masih belum 
tertagih lunas semua. Pada akhirnya, mau tidak mau pengelola memasukan 
pendapatan yang diterima Rp 11.894.689 dari kredit macet ke kas simpan pinjam 
pada tahun 2017. 
Kredit macet yang terjadi di koperasi Komisi Yudisial disebabkan oleh 
moral hazard yang dilakukan para anggota koperasi khususnya PNS. Ketika 
penagihan dilakukan, mereka selalu berdalih akan membayarnya sedangkan 
kenyataannya justru sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena peminjaman yang 
dilakukan PNS cukup besar nominalnya. Padahal koperasi sudah membuat batas 
waktu pembayaran, namun tetap saja keterlambatan selalu terjadi. 
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Permasalahan ini semakin jelas terlihat seperti pada grafik bahwa, kredit 
macet anggota mengakibatkan perkembangan usaha koperasi biasa saja tidak 
menunjukan perkembangan yang signifikan. Pasalnya pendapatan yang diterima 
simpan pinjam memang meningkat, tetapi pendapatan yang terlihat bukan 
pendapatan sesungguhnya yang didapatkan koperasi setiap tahunnya. Karena 
pendapatan yang diterima masih belum diakumulasikan dengan kredit macet pada 
tahun tersebut. Misal pada tahun 2016, kenaikan pendapatan memang cukup 
signifikan dari pada tahun 2015, tetapi kredit macet yang belum tertagih juga cukup 
besar yakni sebesar Rp 11.894.689. Pada tahun 2014 ke 2015 perbedaan pendapatan 
tidak begitu jauh karena pada 2015 kredit macet sudah tertagih sampai laporan 
keuangannya dibuat.    
Kredit macet juga membawa dampak pada keterlambatan pembuatan 
laporan keuangan dari tahun ke tahun, sehingga perkembangan koperasi terlihat 
stagnan. Penginputan data pendapatan dari jasa simpan pinjam pada tahun 2017 
saja baru dilakukan saat praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
pada Januari 2018.  
Selain itu, pengelola pada unit simpan pinjam ini juga lamban dalam 
melakukan penagihan sehingga batas waktu pembayaran seringkali terlewatkan. 
Begitu pula dalam hal pencatatan, pengelola tidak teliti dan cepat dalam merekap 
kegiatan pembayaran yang telah dilakukan sehingga penginputan data sering 
mengalami kesalahan. Seharusnya pengelola bisa tegas terhadap para anggota 
koperasi yang semena-mena untuk masalah pembayaran. Bagi anggota yang 





sepantasnya tidak boleh melakukan pengajuan pinjaman hingga pinjaman yang 
sebelumnya lunas terbayarkan.  
 
 
Gambar 6. Grafik Jumlah Anggota Koperasi  
 
Jika dilihat berdasarkan grafik, jumlah anggota terus bertambah setiap 
tahunnya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kurangnya tenaga kerja untuk 
mengelola koperasi membuat pekerjaan di koperasi tidak maksimal. Koperasi 
Komisi Yudisial pada tahun 2018 hanya memiliki satu orang pengelola, karena 
pengelola yang lainnya mengundurkan diri. Namun yang paling memperihatinkan, 
hamper semua jenis pekerjaan bertumpu pada pegawai simpan pinjam sedangkan 
pegawai tersebut terlihat kekurangan motivasi dengan beban pekerjaan yang cukup 
banyak sehingga kinerja yang dihasilkan tidak maksimal. Maka dari itu, beban 
pekerjaan yang banyak dari dua sektor utama usaha perkoperasian yang terdiri dari 
simpan pinjam dan kafetaria membuat pegawai koperasi tersebut kurang maksimal 
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Gambar 7. Grafik Laba Koperasi 
 
Jika dianalisis berdasarkan gambar di atas, jelas terlihat bahwa laba koperasi 
mengalami fluktuatif. Unit usaha simpan pinjam paling sedikit menyumbang 
pendapatan bagi koperasi dibandingkan unit usaha kafetaria, sehingga membuat 
laba turun pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena pendapatan simpan pinjaman 
hanya sebesar Rp 34.855.316 pada tahun 2016. Namun, jika dilihat dari jumlah 
simpanan wajib PNS tahun 2016 memang cukup besar, yaitu sebesar Rp 
155.600.000. Sehingga dapat memberikan modal yang cukup untuk membuat  laba 
koperasi Komisi Yudisial pada tahun 2017 lebih meningkat. 
Strategi dalam mengatasi masalah kredit macet tersebut koperasi perlu 
melakukan inovasi dalam hal penagihan kepada para anggotanya. Jika hanya 
dengan membagikan kartu angsuran anggota, untuk mereka yang malas dalam 
melakukan pembayaran akan semakin seenaknya karena tidak ada teguran secara 




















pertama adalah penyampaian surat peringatan ke anggota yang memiliki kredit 
macet dengan mencantumkan nominal pinjamnnya, kedua melakukan pendekatan 
dengan memanggil satu per satu angota secara bergilir ke koperasi untuk 
mengingatkan sekaligus menagih perihal pinjamannya yang sudah jatuh tempo, dan 
yang ketiga melakukan pengumuman dengan menyebutkan nama anggota yang 
sudah lewat jatuh tempo di bagian informasi terkait untuk mengingatkan dalam 











Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan penting yang harus 
dilakukan oleh setiap Perguruan Tinggi untuk melatih para mahasiswanya dalam  
memperoleh pengalaman kerja. Dengan mengikuti PKL ini, mahasiswa bisa lebih 
mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia tenaga 
kerja sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. 
Pada kesempatan ini, praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia. Koperasi ini 
dipilih karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh Fakultas bahwa kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan harus berada di dalam instansi pemerintahan. Hal ini 
dikarenakan agar praktikan mampu mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari di 
kelas untuk dipraktikkan di lapangan. 
Praktikan melaksanakan kegiatan tersebut selama 20 hari kerja, yaitu 
terhitung pada 8 Januari sampai 5 Februari 2018. Jam kerja yang harus dijalankan 
mengikuti peraturan yang ada di dalam koperasi, mulai pukul 08.00 sampai dengan 
17.00 WIB. Praktikan di tempatkan pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi 
Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia. Adapun tugas-tugas yang dilakukan 
praktikan secara rinci pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Komisi 





1. Menginput Data Simpanan Anggota,  
2. Menginput Data Pinjaman Anggota, 
3. Membuat Kartu Angsuran Anggota dan Membagikannya,  
4. Memberikan Pelayanan kepada Anggota,  
5. Melakukan Pengarsipan berkas, 
6. Melakukan rekap data iuran/simpanan PNS & Pegawai Outsourcing. 
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat mengetahui 
bagaimana tata kelola Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI, khususnya pada unit 
usaha simpan pinjam. Selain itu, praktikan juga dapat mengidentifikasikan kendala 
yang dihadapi dalam dunia kerja sekaligus bagaimana cara mengatasi setiap 
kendala yang ada guna meningkatkan kinerja praktikan ke depannya. 
  
B. Saran 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Koperasi 
Pegawai Komisi Yudisial Repubik Indonesia, khususnya pada unit usaha simpan 
pinjam, maka praktikan menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan 
yang bermanfaat bagi kemajuan dan kelancaran kinerja pada Koperasi Pegawai 
Komisi Yudisial Repubik Indonesia. Adapun saran-saran tersebut antara lain : 
a. Saran Bagi Pihak Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
a) Seharusnya koperasi mempunyai kebijakan yang berbeda terkait dengan 
pemberian tugas pada praktikan jenjang studi Strata 1 dengan Sekolah 





mengaplikasikan teori yang telah dipelajari pada tempat pelaksanaan PKL. 
b) Sebaiknya koperasi menggunakan prinsip – prinsip ekonomi Islam, seperti 
bagi hasil pada unit usaha simpan pinjam sehingga keberadaan koperasi 
dapat memberikan manfaat bagi anggota tanpa adanya bunga yang 
memberatkan. 
c) Jika sudah menggunakan sistem bagi hasil, koperasi harus mampu 
mengarahkan pinjaman anggota kepada kegiatan yang produktif sehingga 
koperasi dapat mengambil manfaat dari pinjaman tersebut dan anggota pun 
tidak akan menemukan kendala dalam hal pengembalian uang pinjaman. 
Sebab, sistem bagi hasil tidak akan merugikan koperasi maupun anggota 
yang meminjam. 
d) Dalam hal penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan, koperasi harus 
menyesuaikan dengan kas yang dimiliki koperasi agar tidak besar pasak 
daripada tiang. 
e) Walaupun koperasi ini hanya untuk internal Pegawai Komisi Yudisial, 
koperasi harus tetap membangun jaringan kerjasama seluas – luasnya agar 
koperasi dapat berkembang dan maju. 
f) Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib sebaiknya dinaikkan 
jumlahnya sehingga pemasukan koperasi, penyaluran kredit dan unit usaha 
lain dapat meningkat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
g) Koperasi harus memiliki pengawas, pengurus, dan pengelola yang 
menguasai manajemen dan akuntansi perkoperasian sehingga usaha 





h) Perekrutan pegawai/pengelola koperasi harus dilakukan dengan ketat dan 
sebaik – baiknya agar mendapatkan tenaga kerja yang terampil sehingga 
pengelolaan koperasi dapat berjalan baik dan lancar demi kemajuan 
koperasi. 
i) Jika koperasi merasa kesulitan dalam hal laporan keuangan, koperasi bisa 
menggunakan jasa akuntan publik untuk memeriksa kewajaran laporan 
keuangan.  
  
b. Saran bagi pihak Universitas Negeri Jakarta sebagai pihak yang 
mengadakan Program Praktik Kerja Lapangan 
a) Adanya pelatihan khusus, misalnya melalui program seminar mengenai 
Praktik Kerja Lapangan sehingga praktikan lebih siap dalam proses 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.  
b) Adanya bimbingan khusus bagi praktikan yang dilakukan oleh dosen 
pembimbing selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dijalankan 
sehingga praktikan bisa mendapat masukan dan saran dari setiap kendala 
yang dihadapi. 
  
c. Saran bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan 
a) Praktikan seharusnya lebih mempersiapkan diri, baik dari segi akademis 





b) Praktikan seharusnya melakukan survey terlebih dahulu ke tempat Praktik 
Kerja Lapangan untuk mengetahui job description yang akan dilakukannya 
saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sehingga praktikan akan lebih 
maksimal dalam melaksanakan tugas selama proses Praktik Kerja 
Lapangan. 
c) Praktikan seharusnya dapat memanfaatkan program Praktik Kerja 
Lapangan ini dengan semaksimal mungkin untuk mencari tahu hal-hal yang 
bermanfaat bagi masa depan seperti informasi-informasi mengenai cara-
cara untuk memasuki dunia kerja setelah meraih gelar sarjana. 
d) Praktikan seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka 
jaringan seluas-luasnya sebagai persiapan memasuki dunia kerja. 
e) Praktikan seharusnya dapat memberikan ide dan gagasan untuk kemajuan 
koperasi bukan hanya tunduk pada intruksi yang diberikan selama bekerja 
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➢ Lampiran 1 (Kegiatan Praktikan) 
No. Hari/Tanggal Kegiatan 
1 Senin, 8 Januari 2018 Perkenalan dengan seluruh pengelola 
koperasi, beradaptasi dengan lingkungan 
koperasi dan pembagian kerja 
2 Selasa, 9 Januari 2018 Membantu fotokopi laporan-laporan terkait 
pengajuan pengambilan simpanan anggota, 
menginput data simpanan pokok anggota di 
Microsoft Office Excel, dan melayani 
anggota yang bertanya melalui telepon. 
3 Kamis, 11 Januari 2018 Melayani anggota, baik melalui telepon 
maupun secara langsung yang bertanya 
tentang pengajuan pinjaman koperasi, dan 
membantu membuat kartu angsuran anggota 
koperasi. 
4 Jumat, 12 Januari 2018 Menginput data pendapatan koperasi dari 
bulan September hingga bulan Desember 
2017 ke dalam Microsoft Office Excel, dan 
mencocokan data nominal pendapatan secara 
manual. 
5 Senin, 15 Januari 2018 Pergi ke Bank BRI menemani pegawai 
koperasi KY untuk melakukan kliring. 
Menginput data anggota yang pinjamannya 
sudah dicairkan.  
6 Selasa, 16 Januari 2018 Menyebarkan surat nama-nama anggota yang 
pinjamannya sudah dicairkan, kemudian 
ditempelkan pada papan pengumuman 
masing-masing lantai 1-6 gedung Komisi 
Yudisial. 
7 Rabu, 17 Januari 2018 Menginput data piutang pinjaman pada bulan 
Desember 2017 ke Microsoft Office 
Excel, sekaligus menyesuaikan dengan data 
manual yang ada di buku piutang. 
8 Kamis, 18 Januari 2018 Mengantarkan hasil fotokopi ke ruang 
pegawai Komisi Yudisial dan membantu 
divisi kafetaria untuk menemui beberapa 
orang pegawai Komisi Yudisial membuat 





Mengarsipkan kwitansi pembayaran 
pemesanan konsumsi  
9 Jumat, 19 Januari 2018 Melayani anggota yang ingin melakukan 
pengajuan pinjaman. Menginput data nama 
anggota dan jumlah pinjamannya ke 
Microsoft Office Excel yang melakukan 
pengajuan pinjaman pada bulan Januari 2018 
di koperasi. 
10 Senin, 22 Januari 2018 Merekap data iuran/simpanan pegawai 
outsourcing (Wika) tahun 2017 di Microsoft 
Office Excel dengan data manual agar 
dicocokan. Selain itu, praktikan meminta 
data simpanan wajib bulan Oktober sampai 
Desember 2017 kebagian penggajian. 
11 Selasa, 23 Januari 2018 Memasukan data ke kartu angsuran anggota, 
dan melayani anggota yang mengajukan 
pinjaman sekaligus menjelaskan mengenai 
waktu pembayaran dan potongan pinjaman 
dari gaji. Menginput data simpanan wajib 
anggota bulan November dari berkas yang 
diserahkan oleh bagian penggajian.  
12 Rabu, 24 Januari 2018 Menginput data iuran/simpanan PNS pada 
bulan November 2017 ke Microsoft Office 
Excel. Melayani anggota yang bertanya 
melalui telepon, dan mengeprint sekaligus 
memfoto copy kartu angsuran anggota. 
13 Kamis, 25 Januari 2018 Menginput data iuran/simpanan PNS selama 
bulan Desember 2017 dan menginput data 
anggota yang mengajukan pinjaman. Selain 
itu merekap total iuran PNS tahun 2017.  
14 Jumat, 26 Januari 2018 Mengoreksi data iuran/simpanan PNS dari 
bulan Januari - Desember 2017 di Microsoft 
Office Excel, kemudian melakukan 
pengarsipan data iuran secara manual selama 
bulan November hingga Desember 2017 agar 
tersusun rapih. 
15 Senin, 29 Januari 2018 Menginput data anggota koperasi, baik 
anggota lama maupun baru agar semua data 
anggota terdaftar secara lengkap. 
16 Selasa, 30 Januari 2018 Menginput data iuran/simpanan pegawai 
outsourcing selama bulan November 2017. 





peminjaman anggota secara manual agar 
tersusun rapih.  
17 Rabu, 31 Januari 2018 Menginput data iuran/simpanan pegawai 
outsourcing selama bulan Desember 2017. 
Menemui bendahara koperasi untuk 
memberikan berkas terkait data pengajuan 
pinjaman anggota bulan Januari 2018.  
18 Kamis, 1 Februari 2018 Membagikan kartu angsuran anggota kepada 
para anggota yang sudah melakukan 
pinjaman. Mentransfer uang dari tunjangan 
kinerja ke Bank BRI sesuai instruksi ketua 
koperasi.  
19 Jumat, 2 Februari 2018 Merekap data iuran PNS dan pegawai 
outsourcing berdasarkan data di Microsoft 
Office Excel dan data manual, untuk 
mengoreksi kesalahan penginputan. 
20 Senin, 5 Februari 2018 Menginput data simpanan wajib dari bulan 

































➢ Lampiran 4  (Sertifikat) 
 
  

















































































➢ Lampiran 16 (Foto Dokumentasi) 
  
  
  
 
